
 

 

 

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN 
KORBAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN 

PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS, ATAU 
REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK 

PIDANA TERORISME MASA LALU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, 

 
 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 103/PUU-XXI/2023, permohonan kompensasi, 
bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan 

psikologis dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Menjadi Undang-Undang mulai berlaku; 

  b. bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan 
permohonan kompensasi, bantuan medis, atau 

rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diatur 
dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, 
Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan 

Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa 
Lalu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, 

sehingga perlu diubah; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban tentang Perubahan atas Peraturan 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan 

Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan 
Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi 

Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6216); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, 
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6537); 
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan 
Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi 

Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1038); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN 

KORBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 7 
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN 

PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN 
MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN 

PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISE 
MASA LALU. 

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, 

Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis 
Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1038) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
(1) Pengajuan permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, 

atau Rehabilitasi Psikososial dan Rehabilitasi Psikologis 
diajukan paling lambat 22 Juni 2028. 

(2) Apabila permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau 
Rehabilitasi Psikososial dan Rehabilitasi Psikologis 
diajukan melalui pos, pengajuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terhitung berdasarkan stempel 
pos. 

 
Pasal II 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 November 2024 
 

KETUA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN 

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,  
 

Œ 
 

ACHMADI 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal                 Д 

 
PLT. DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 
                   Ѽ 

 
ASEP N. MULYANA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2024 TAHUN     Ж 
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